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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis
negara merupakan sumber dari segala sumber hukum
negara yang menjadi landasan fundamental dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan;

bahwa  untuk penyelenggaraan institusionalisasi
Pancasila terhadap hukum nasional, Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila bertanggung jawab melaksanakan
penyelarasan nilai Pancasila dalam rancangan peraturan
menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah
nonkementerian, rancangan peraturan lembaga
nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-

undangan yang dibentuk di daerah;;
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Mengingat

1.

bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari
Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan
Perundang-undangan mengatur setiap rancangan
peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga
pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari
lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan
perundang-undangan yang dibentuk di daerah harus
diselaraskan dengan Pancasila oleh Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila
dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga
Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang Dibentuk di Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Menetapkan
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Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan  Peraturan Perundang-Undangan yang
Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan
Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan
Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang
Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG PENYELARASAN NILAI DASAR PANCASILA
DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, RANCANGAN
PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
DIBENTUK DI DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya
disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang
secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang
memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan
kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan
ideologi Pancasila.

Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah
unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan fungsi
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang
hukum, kebijakan, dan pengawasan regulasi.

Direktur adalah direktur yang menyelenggarakan fungsi
analisis dan Penyelarasan hukum nasional terhadap
nilai dasar Pancasila.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian
adalah proses teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam tata cara
penyusunan peraturan perundang-undangan yang
merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem
hukum nasional.

Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan dengan Nilai Dasar Pancasila, yang
selanjutnya disebut Penyelarasan adalah proses
sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang-
undangan sehingga menjadi peraturan perundang-
undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam
kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan

nilai dasar Pancasila.
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Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

a.

menjamin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum terinternalilasi dalam rancangan peraturan
menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah
nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga
nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah; dan

sebagai pedoman BPIP dalam melakukan Penyelarasan
rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan
lembaga  pemerintah  nonkementerian, rancangan
peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah

terhadap nilai dasar Pancasila.

Pasal 3
Penyelarasan dilakukan terhadap:
a. rancangan peraturan menteri;
b. rancangan peraturan lembaga nonkementerian,;
c. rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural,;
dan
d. rancangan peraturan perundang-undangan yang
dibentuk di daerah.
Rancangan  peraturan perundang-undangan yang
dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. rancangan peraturan daerah provinsi; dan

b. rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB II
TATA CARA PENYELARASAN

Pasal 4

Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila.



